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KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik

c. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring 

dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

TUJUAN

a. Menjamin hak warga negara: Untuk mengetahui dan mengakses informasi publik.

b. Meningkatkan transparansi: Badan publik harus terbuka dan transparan dalam

menjalankan kegiatan.

c. Mendorong partisipasi masyarakat: Dalam proses pengambilan keputusan publik

PENGERTIAN

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dan/atau dimiliki oleh badan 
publik, termasuk dokumen, data, dan informasi lainnya.
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PRINSIP KETERBUKAAN 

1. TRANSPARAN

2. AKUNTABILITAS

3. PARTISIPASI PUBLIK

4. HAK ASASI MANUSIA
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TUJUAN KETERBUKAAN INFORMASI 

1. MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT

2. MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

3. MENCEGAH PRAKTIK KKN

4. MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
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KPK merilis indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan tahun
2024 sebesar 69,5. Salah satu penyebab turunnya SPI adalah
pemakaian dana Bantuan Operasional Satuan pendidikan (BOSP)
yang tak sesuai dengan aturan. Terdapat 12 persen satuan
pendidikan yang menggunakan dana BOSP tidak sesuai dengan
peruntukannya atau peraturan yang terkait pengelolaan Dana BOSP.

Diharapkan adanya keterbukaan informasi pengelolaan Dana BOSP,
sehingga masyarakat, pihak orang tua maupun media massa dapat
ikut mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan.
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TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI
Tim BOSP SMA Negeri dan Swasta Wajib menginformasikan Pengelolaan Dana BOSP dengan mengupload file
Pengelolaan Dana BOSP pada website masing-masing satuan Pendidikan, meliputi antara lain :

1. PENGANGGARAN.

Tim BOSP SMA Negeri dan Swasta agar mengupload Lembar RKAS unit kerja Tahun 2022 dan 2023.

2. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA.

A. Tim BOSP SMA Negeri dan Swasta agar mengupload Proses Pengadaan barang/jasa Buku Tahun 2022

dan 2023, jika nilai pagu anggaran (per transaksi) diatas Rp 10.000.000 s.d Rp 50.000.000, meliputi :

1). Dokumen Perencanaan.

2). Berita Acara Negosiasi.

3). Surat Pesanan.

4). BA. Pemeriksaan/Surat Hasil Pemeriksaan.

5). Berita Acara Serah Terima.
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B. Jika nilai pagu anggaran pengadaan Buku Tahun 2022 dan 2023 diatas Rp 50.000.0000 s.d Rp
200.000.000, meliputi :

1). Dokumen Perencanaan.

2). Dokumen Hasil Perbandingan.

3). Surat Pesanan.

4). Surat Perintah Kerja (SPK).

5). BA. Pemeriksaan/Surat Hasil Pemeriksaan.

6). Berita Acara Serah Terima.

3. PELAPORAN.

Tim BOSP SMA Negeri dan Swasta agar mengupload laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan

Dana BOS Reguler (K7) Tahun 2022 dan 2023-> (mulai tahun 2025 ini agar dilakukan secara rutin

pada setiap akhir semester/tahap).

DATA-DATA PENGADAAN BUKU DARI DANA BOS TH 2022 DAN 2023 
AGAR DI UPLOAD PADA WEBSITE MASING – MASING SATPEN 
PALING LAMBAT HARI JUM’AT TANGGAL 2 MEI 2025
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1. PENGANGGARAN.

Contoh Lembar RKAS unit
kerja.
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1). DOKUMEN PERENCANAAN

A. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT Siplah NILAI    

DIATAS RP 10.000.000 S.D RP 50.000.000 

2.

AGAR DIISI 
SPESIFIKASI 

TEKNIS SESUAI 
YANG ADA PADA 

SIPLAH
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2). BA.NEGOSIASI
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3). SURAT 
PESANAN
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4). SURAT HASIL  PEMERIKSAAN



pdk.jatengprov.go.id

5). BA. SERAH TERIMA
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1). DOKUMEN PERENCANAAN

2.B. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT Siplah NILAI 

DIATAS RP 50.000.000 S.D RP 200.000.000 

AGAR DIISI 
SPESIFIKASI 

TEKNIS SESUAI 
YANG ADA PADA 

SIPLAH
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b). DOKUMEN HASIL PERBANDINGAN
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c). SURAT PESANAN
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d). SURAT PERINTAH KERJA



pdk.jatengprov.go.id

e). SURAT HASIL PEMERIKSAAN
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f). BA. SERAH TERIMA
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3. REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER
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erima asih


